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Abstrak : Bahwa dalam  setiap pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, persoalan 

Daftar Pemilih Tetap (DPT) selalu muncul. Padahal Daftar Pemilih Tetap sangat penting bagi 

usaha membangun Pemilihan yang Demokratis dan dalam rangka mewujudkan 

perlindungan hak pilih warga daerah sebagai bagian dari hak politik, dan dalam rangka 

melaksanakan Pasal 22 A ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan 

Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi   Undang-Undang sebagai dasar Pengawasan 

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, maka dalam rangka mengawasi Tahapan 

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah 

Tahun 2020 perlu membentuk Pokja Pengawasan Daftar Pemilih Tetap (DPT); 

 : Dasar hukum putusan ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun  2014  Tentang  Pemilihan  

Gubernur,  Bupati  dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 

tentang penetapan peraturan pemerintah  pengganti UU Nomor 1  Tahun 2014 tentang 

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang- Undang, Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan 

Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan 

Walikota Menjadi Undang-Undang, Peraturan Bawaslu No 7 Tahun 2019 Tentang Organisasi 

dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan 

Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, 

Perbawaslu  Nomor  4  Tahun  2020  Tentang  Pengawasan, Penangan Pelanggaran, dan 

Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, 

Serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non alam 

Corona Virus Disease 2019 (Covid -19). 

 : Membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada   

Pemilihan   Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020   

Pelaksana  Kelompok  Kerja  (Pokja)  Pengawasan  Daftar  Pemilih Tetap (DPT) pada 

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020, dalam   

melaksanakan   tugas,    bertanggung   jawab   kepada penasehat  Kelompok Kerja (Pokja)  

Pengawasan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur 

Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020.; 

Catatan : Ditetapkan di Kasongan tanggal  12 September 2020 
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